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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pemabahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam hukum di Indonesia, hubungan hukum antara freelancer dengan 

provider dan klien dalam situs web gig economy merupakan hubungan non-

ketenagakerjaan. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan 

keperdataan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, yakni hukum 

perikatan. Dasar dari hubungan hukum antara freelancer dengan provider 

adalah perjanjian kerja sama, sedangkan dengan klien adalah perjanjian jasa 

tertentu. Freelancer, provider, dan klien memiliki hak dan kewajibannya 

masing-masing sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian. 

Freelancer tidak berstatus sebagai pekerja baik pekerja tetap maupun 

pekerja kontrak sehingga freelancer tidak termasuk di dalam struktur 

organisasi perusahaan.  

2. Perlindungan hukum bagi freelancer dalam situs web gig economy atas 

pembayaran yang tidak terpenuhi menjadi tanggung jawab dari provider 

selama wanprestasi disebabkan oleh kesalahan provider itu sendiri. 

Freelancer tidak dapat mengajukan tuntutan pemenuhan perikatan baik 

dengan ganti kerugian ataupun tidak kepada provider apabila yang 

melakukan wanprestasi adalah klien. Perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada freelancer atas hal tersebut ialah melalui jalur litigasi atau 
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non litigasi. Jika diselesaikan dengan jalur litigasi, maka freelancer 

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Jika non litigasi, maka 

penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, ataupun mediasi. Adapun perlindungan hukum preventif yang 

disediakan oleh pemerintah kepada freelancer melalui program BPJS 

Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). Freelancer dapat 

meminimalisasi risiko sosial ekonomi dengan adanya jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.  

B. Saran 

Berkaitan pada kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi freelancer situs web gig economy, diharap untuk selalu teliti dalam 

membaca dan memahami perjanjian sebelum memberikan persetujuannya. 

Hal tersebut karena setiap provider situs web gig economy memiliki 

perjanjian syarat dan ketentuan yang berbeda-beda seperti perjanjian 

kekayaan intelektual, sistem pembayaran, presentase pemotongan 

penggunaan layanan, dan sebagainya. Dengan membaca secara menyeluruh 

isi perjanjian, freelancer dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga 

terhindar dari klausul-klausul yang bisa merugikan dirinya sendiri. 

Ketelitian akan mengurangi risiko perselisihan antara freelancer dengan 

provider dan klien dalam situs web gig economy.  

2. Bagi provider situs web gig economy, dapat menambahkan fitur layanan 

serta klausul dalam perjanjian mengenai jaminan keamanan yang lebih luas 
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lagi kepada freelancer. Tidak hanya terbatas pada perlindungan risiko yang 

dihadapi oleh klien saja, tetapi juga risiko kerugian yang bisa menimpa 

freelancer khususnya ketika keduanya membuat perjanjian jasa tertentu di 

luar dari pengetahuan provider.  

3. Bagi pemerintah, diharap dapat memberikan regulasi khusus di luar yang 

sudah diatur dalam KUH Perdata mengenai perlindungan bagi freelancer. 

Salah satu contohnya ialah regulasi mengenai kewajiban bagi setiap 

provider situs web gig economy, khususnya di Indonesia, untuk 

menyediakan escrow atau sistem pembayaran yang menjamin dana dari 

klien sehingga freelancer dapat terhindar dari risiko tidak dibayar atas 

jasanya.  
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